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Mengingat: 

GUBERNUR KALIMAN1~ SELATAN 

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 

NOMOR 188.44/ ~5 9~ 

TENTANG 

/KUM/2018 

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019 
DI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

GUBERNUR KALIMANTAM SELATAN, 

a . bahwa dengan memperhatikan Rekomendasi Walikota 
Banjarmasin tentang Usulan Upah Minimum Kot.a (UMK) 
Banjarmasin Tahun 20 L9 Nomor 214/06/Diskopurnper­
PHIJS/Xl/2018 tanggaJ 05 November 2018; Rekomendasi 
Bupati Kotabaru tentang Usulan Upah Minimum Kabupaten 
Kotabaru Tahun 2019 Ncmor 568/ 1741/ SETDA tanggal 31 
Oktober 2018; Rekomendasi Bupati Tabalong Nomor 
B.767 /Bup/Naker/058/ 10/2018 tanggal 25 Oktober 2018 ' 
dan Rekomendasi .Bupati 'ran.ah Bumbu Nomor 
565/753/DISNAKERTRANSKOP&UM/2018 tanggal 14 
November 2018; 

b . bahwa dalam rangka penh.gkatan kesejahteraan pekerja dan 
perkembangan usaha di Provinsi l<aliroaotan Selatan, perlu 
dilakukan upaye konkrit melalui kenaikan upah yang riil; 

c . bahwa berdasarkan perti.mbangan sebagaimana climaksud 
dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Keputusan 
Gubemur; 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 1958 tc:ntang Ponetapan Undang-Undang 
Darurat Nomor 10 Tah1.1n 1957 antara lain mengenai 
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Sela.tan 
sebagai Undang-Undang (Lm:nbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1956 Nomor 65, Trunbaha.n Lembaran Negara Republik 
Indonesia No.mor 1106); 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Kctcns.gakcrjaan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 39, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4279); 

3 . Undang-Undans Nomor 12 Tahun 2011 te~tan~ Pcmbentukan 
Peraturan P(:rundang-w1dangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor f,234); 
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4 . Undang-Undong Nomor 2:~ Tahun 2014 tcntang Pemeri.nt.ahan 
Daerah (Lcmbaran NegHia Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 224, Tambahan L<:mbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimuna telah cliubah bcberapa kali , 
terakhir dengan Undan1~-Unclang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kcdua Atae. Unda.ng-Undang Norn.or 23 
Tahun 2014 tentang Pemcrintahan Da.erah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republil< Indonesia Nomor 5679); 

5 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun. 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawaaan Pcnyc\.cngga.raan Pemerintahan 
Daerah (Lcmbaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. 
Nomor 6041); 

6. Peraturan Pemerintah ffomor 33 Tabun 2018 tentang 
Pe]aksanaan Togas dan Wewenang Gubcrnur sebagai Wakil 
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 
Republilt Indonesia Nomor 6224); 

7 . Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2015 tentang 
Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5747); 

8 . Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan 
Pengupahan; 

9 . Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 24 Tahun 2011 
tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubemur 
sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahua 2011 Nomor 342) sebagaimena 
telah diubah bcbcrapu kall, tcrakhir dcngan Peraturan 
Menteri Da1am Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 24 Tahun 2011 ten tang Penyclengga.raan Tugaa dan 
Wewcnang Gubernur scbn.ga.i Wakil Pemerintah di Wilayah 
Provinsl (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 51); 

10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2012 
tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian 
Kebutuhan Hidup Le.yak (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 707); 

1 L Peraturan . Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Nomor 7 Tahun 2013 tcnumg Upah Minimum; 

12 . Peraturan Mentcri DaJarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembcntukan Procluk Hukum Dacrah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun :2015 Nomor 2036); 

13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 
tcntang Kebutuhan Hidup Le.yak; 
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14 . Peraluran Menleri Tenaf{a Kerja Nomor l Tahun 2017 t.entang 
Struktur clan Skala Upah (Berita Negara Rcpubllk Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 44 l) : 

15. Keputusan Gubemw· Kalimantan Selatan Nomor 
188.44/0570/KUM/2018 tentang Penetapan Upah Minimum 
Provinsi Kallman tan Selman Tahun 2019; 

MEMUTUSKAN: 

Keputusan Gubemur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota 
Tahun 2019 di Daerah Provinsi Kalimantan Selatan . 

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMKJ di Daerah Provinsi 
Kalimantan Sela.tan Tahun 20 L 9 sebagaimana dimaksud da1am 
Diktum KESA TU adalah se bagai beriku t: 

No. Kabupaten/ Kot.a Besaran UMK 

l. Kota Banjarmasin Rp2.689 .362,00 

2 . Kabupaten Kotabaru Rp2 .796.819,62 

3. Kabupaten Tabalong Rp'l.739 .501 ,10 

4 . Kabupaten Tanah Bumbu Rp2.660.000,00 

Perusahaan dilarang membayar Upah Minimum lebih rendah dari 
Upah Minimum Kabupaten/ Kota Tahun 2019 sebagaimana 
ditetapkan dalam Keputusan Gubernur ini. 

Bagi pekcrja yang berstatus tetap, tidak tetap clan dalam masa 
percobaan, upah d.iberikan oleh pengusaha serendah-rendahnya 
sebesar Upah Minimum dan Upah Minimum hanya berla.ku bagi 
pekerja yang mempunyai masa keija kurang dari 1 (satu) tahun. 

Upah Minimum Kabupaten/Kuta di Dacrah Provinsi Kaliroaotan 
Selatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Oubernur ini 
adalah Upah Minimum bulanan tercndah unruk waktu kcrja 7 jam 
schari. at.au 40 jam seminggu b8.@i sistem waktu kerja 6 hari dalam 
semin~ atau 8 jam sehari at.au i~O jam scmin~ ba~ sistem waktu 
kerja 5 hari dalam seminggu. , 

Dengan d.itetapkannya Keputuaan Oubemur ini, make. Keputusan 
Gubemur Kallmantan Selatan Nomor 188.44/0531 /KUM/201., 
tents.ng Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2018 di Daerah 
Provinsi Kaliroantan Selatan, d.icabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Keputusan Oubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapka.n, 
yang mulai d.ilak.sanake.n pada tan:~al 1 Januari 2019. 

Ditc tapkan di Banjarmasin 
pada tan~al 1 9 Nopembor 
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Tembusan : 

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 
2 . Menteri Tenaga K.erja di Jakarta. 
3 . Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin . 

4 . Bupati/Walikota Banjarmasin , Kotabaru, TabaJong, dan Tanah Bumbu. 
5 . lnspcktur Provinsi Ka.limantan Selatan di Banjarbaru. 
6 . Para Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh s~-Kalirnantan Selatan. 
7 . Ketua Katlin Provinsi Kalimantan Selatan d i Banjarmasin. 
8 . Kctua APlNDO Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin. 
9 . Kepala Dinas yang membidangi KetenagakeI:iaan Ka.bupaten/Kota Banjarmasin, 

Kotabaru, Tabalong, clan Tanah Bumbu. 
10. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Kali.mantan Selatan di Banjarmasin. 
11. Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota Banjarmasin, Kata.bani, Tabalong, 

dan Tanah Bumbu. 
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